
i\,te nimbang bahwa Pasal 28 H tlndang-tlndang Dasar 1945 menSanunatkarl
setjap orang berhak hidup sejahfera lahir dan bati11, bertempat
tinl{aal, dalr nlendapatkan linSkungan hidup yans baik dan sehat

scrta berhak metrperoleh pelayanan kesehatan;

bahwa dalam rangka mefljanin seluruh masyarakat dapat

menShuni rur ah yang layak dan terjanSkau di permukiman
yahS aman, sehat, dan berkelanjutan, perlu didukung oleh
penyediaan akses layanafl air nlinum dan sanitasi yzrnS aman,
layak, dan befkelaqjutar;

bahwa dalan Iaruka lnendukuI18 penyelenggaraan perumahan,
pernlukirran) air rrrinurrr, dan sanitasi yanS layak baSi

nrasyaraklt, diperlukan koortlinasi berbagai sektor dan instansi

di iingket pusat dan daerah dengan menggulrakan berb^& i
sumber daya;

bahwa dalam raruka rnencapai penguatan koordinasi antara
sektor pcmbangunafl perunuhan, permukiman, air' nlinum, dan

saflitasi, perlu [lembeniuk Tim Pengarah Pembangunan

Perumahan. Permukilnan, Air Minurn, dan Sanitasi N"asional;

bahwa para pejabat yang namAnya tercantum dalam lampiran
keputusan ini dian&,ap ntampu dan memenuhi persyalatan
untuk melakMnakan tugas sebagai anggota Titu PenSarah

Pembansluun Perunrallan, Pernlukinan, Air Miflum, dan

sallitasi Nasioral;

Pasal 28h Ayat (1) Undar8 Undang Dasar Tahun 1945
(Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959);

Mengingat

2. UndanS-Ufldang

Menteri Perenranaan P€mbangunal Nasiolal/

I(epala Badan Perencanaar Pembrngunrn Nr$iolal

SALINAN
KXPINUSAN MIMTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR K[P.9,/M.PPN / HW O 1 / 20 1 7

TENTANG

PEMBENTTJKAN TIM PENGARAII Pf,MBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
AIR MINUM, DAN SANITASI NASIONAL

MINIIRI PTRENC NAAN PE,NIB NGUN N NASIONAI,/
KXPAL  BADAN PERXNCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL.

'. a.
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c.

d.

e.
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Menetapkan

2. Und^n'-Undanr Nomor 25 Tahun 2OO4 tehtang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 442I);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dair

lowasan Pernlukiman (l,embaran NeSara Republik Indonesia
Tahun 2077 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 5188);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122'fahnt 2015 tentang Sistem

Penyelenggara4n Air Minum (Iembaran NeSara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5802);

5. Peratura[ Pemerintah Nomor 14 Tahan 2016 tentang
PenyelenSSaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahall NeSara Republik Indonesia Nomor 5883);

6, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahvn 2015 tentanS Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tehvn 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Presideh Nomor 66 Tahufl 2015 tentang Bada11

Perencanaan Pembanguflan Nasional sebagaimana telah dirbah
dengan Peraturafl Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Perencanaan PembanSunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan PembanSunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Or8anisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pe1€ncanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana4il
PembanSunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
201 6 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemafltauan,

dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MLMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TINTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH

PEMBANGI]NAN PERUMAHAN, PER^iTTJKIMAN, AIR MINUM, DAN
SANITASI NASIONAL.

PERTAMA : ...
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PIR I'AMA

Klt)t rA

KTIIGA

KEIMIA'I'

KELIT4A

KEtN-,L\4

Membentuk Tim Pensarah Pembangunan Perunuhah, Permukiman,

Air Minum, dan Sanitasi Nasional, yans selaniutnya disebut Tim

Pengarah, denSan susunan keansSotaJln seba8aimana tercantunl

lcrsebut dalam I"ampiran Kcpuluvn ini.

Tim PenSarah bertugas:

a. merumuskan rekomendasi kebijakafl, strategi, dan proSram

pembangunan Perumahaq Permukiman, Air Minum, dan

Sanitasi;

b. melakukan koordinasi dalam prencanaan, pelaksanaan,

penSendalian, setla pemantauafl dan evaluasi pembangunan

Pemnrahan, Permukiman, Air Minunl, dan sanitasi;

c. memhrikan arahan dalam upaya percepatan pcncapaian tar8et

dau sasaran Rencana Pembangunan JanSka PanianS Nasional

(RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencafla PembanSunan JanSka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2079 da Sustainable

Developn,ent c-oal, (sDGs) tujuan 6: amenjanlin ketersediaan

dan keberlanjutan akses universal air miflum dan sanitasi" serta

tujuan 11: "Mentbangun kota-kota serta pemukiman yang

inklusif, berkualitas, aman, berketahana[ dan berkelaniutan"
pada tah$n 2O3O;

d. mengembanSkan dan menSarahkan pelaksanaan pen$angunan

Perunrahan, Permukiftan, Air Minum, dan sanitasi denga[

sumber penlbiayaan dari dalafi dar luar flegeri sesuai ketentuan

Peraruran PerundanS-UndanSan;

e. melakukan koordinasi denSan tiill koordinasi dan pihak terkait

laimya di daerah.

Dalam pelaksanaan tugas[ya, Tim Perrgafih d^pat membentuk dan

dibantu oleh Kelompok Kerja di tingkat nasional yang ditetapkan

melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.

Dalam pelakanaan tuSasnya, Tim Pengarah dapat bekerjasama dengan

pihak non-pemerintah t€rkait di bidang perumahan, perm[kiman air
minum, dan sanitasi.

SeSala biaya yang diperlukan dalam ranSka pelaksanaan tuSas'lim
PenSarah dibebankan pada AnSSaran Per,dapalarl dan Belanja Negara

nrasinS-masing Keme r.letian / lenlbaga,

Den8an ditetapkannya Keputusalr ini, maka :

a. KeputusanMenteri Pe!€ncaflaanPellbangunan Nasional/Kepala

Raden Perencaflaan Pembangunan Nasional Nomo!

KEP.39IM.PPN/HK/03,/2011 tent4nS Pembentukan Tim

Pen8arah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

b. Keputusarl
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KITUJUH

Salinan sesuai dengall aslinya

Kepala Biro Hukum,

z--
RR. Rita Erawati

b. Keputusan Menteri Perencanaan PembanSunan Nasional/Kepala
Badan Percncahaafl Pembangunan Nasional Nonlor
81/M.PPN/HK,/08/201 1 tentang Pembentukan Tim Pengarah

Pembangunan Perunuhah dan Kawasan Pelnlukililan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tangtal ditetapkan.

D itetapY,^t di Jake,rta
pada tan&gal37 Janvati 2017

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd

MDNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI"A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PER}VIUKMAN,

AIR MINUM, DAN SANITASI NASIONAI

Deputi Bidang PenSembarSan ReSional
PPN/Bappenas.

SALINAN
LAMPIRAN
Kf,ruTUSAN MENTTRI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR Kf, P.9,/M.PPN / HK/ O 1 / 20 1 7
TANGGAL 31 JANUARI 20 1 7

KeI11enterian

1. Deputi Bidang Koordiflasi Percepatan Infrastruktur
dan Pen8enlbangan Wilayah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan,
Keftentelian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;

3. Direktur Jeflderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan R ryat;

4. Direktur Jenderal Penyediaan Peflrmahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
R4ryaf;

5. f)irektur Jenderal Pernbiayaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rarya!

6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarukat,
Kementerian Kesehafan;

7. Direktur Jenderal Pengendalianj Pencemaran dan
Kerusakan Lingkunga[, Kenlentedan Lingkungan
Hidup dan Kehutanafl;

8. Direktur Jenderal Pengelolaan sampah, Limbah, dafl
Bahan Berbahaya dan Ber4cun, Kemente an
Lingl(rngan Hidup dan Kehutaflan;

9. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat,
dan Kebudayaan, Kemefl terian PPN/Bappenas;

10. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdsyaan
Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunafl
Daerah Terringgal. dan Transnligrasii

1 l. Direktur Jendeml Pembangunan KawaMn Perdesaan,

Kemertenan Desa, PembanSunan Daerah Tertifl88al,
dan Transmigrasi;

Ketua

ArUBota

12. DirektE ...



12.

13

Direktur Jenderal Tata Ruan8, Kementcrian ASraria
da Tata RuanS/Badan I'ertaflahan Nasional;

Dilektur Jenderal Penataan ASraria, Kement€rian

Agraria dan Tata Ruang/ Badar\ Pett^nahan Nasional;

Deputi Bidan8 Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;

Direktur Jenderal Bina PembanSunan Daerah,

Kenrefl terian Dalarn Negeri;

Direktur Jenderal Bina KeuanSan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Jenderal PedmbanSan Keuangan,

Kementerian Keuangan

Direktul Jcnderal Anggaran, Kemenferian KeuanSan.

14

15

16.

17.

l8

MENIIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI-{ BADAN PERXNCANAAN PEMBANGI,]NAN NASIONAI,

rfd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

salinan sesuai denSan aslinya

Kepala Biro Hukum,

+-
RR. Rita Erawdti


